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ABSTRAK

Persamaan Piagam Madinah dan UUD 1945 diantaranya adalah bahwa kedua
konstitusi tersebut menjadi pegangan hidup bernegara bagi masyarakat yang penduduknya
sangat plural, baik dari segi suku, agama maupun budaya. Pelaku utama pembentukan kedua
konstitusi tersebut adalah sama-sama orang Islam. Adapun aspek perbedaannya adalah
keterpautan waktu di antara keduanya sangat jauh. Pada konteks Negara Madinah supremasi
Islam terkesan sangat menonjol, sedangkan pada konteks Negara Indonesia semua pemeluk
agama berkedudukan sama, baik politik maupun Hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan tipe
penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan datanya diperoleh dari sumber primer dan
sekunder dengan menggunakan pendekatan normative-sosiologis. Analisa data yang
digunakan adalah analisa data kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Adanya persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan Undang Undang dasar
1945 mengenai konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks
social politik dan kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakanginya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial, tidak mungkin seseorang mampu
mencukupi hajat hidupnya sendirian tanpa berhubungan dengan orang lain.’
Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hidup berkawan dan hidup bersama
dengan orang lain secara gotong royong.” Namun karena manusia mempunyai dua
sifat yang bertentangan satu sama lain, di satu sisi ingin bekerja sama, sementara
di sisi lain punya kecenderungan untuk bersaing dengan sesama manusia,” maka
muncullah bermacam-macam kelompok. Pada perkembangan selanjutnya, dan
dalam skala yang lebih besar, kelompok-kelompok tersebut bernama negara.

Negara menurut pendapat M.Nasroen, seorang guru besar dalam bidang
hukum, adalah merupakan suatu bentuk tertentu dari pergaulan hidup manusia
yang mempunyai tiga syarat mutlak, yaitu rakyat tertentu, daerah tertentu, dan |
pemerintahan tertentu. Negara 1ni adalah hasil dani pergautan hidup yang terdapat
sebelum negara itu ada. Hal ini adalah soal pertumbuhan, evolusi dan sejarah.’
Sedangkan menurut Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi yang

menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah

! Sebagaimana pendapat Al-Mawardi yang dikutip dalam J.Suyuthi Pulungan, Figih -
Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ed. ), cet. 3 (Jakarta: LSIK,1997), him. 219,

? Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cet.19 (Jakarta: PT. Gramedia, 1998),
hlm.33.

3 Ibid, him. 40.
M. Nasroen, Asal Mula Negara, cet.2 (Jakarta: Aksara Baru,1988), him. 45



dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan
yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.’ Negara yang merupakan
kumpulan dari berbagai macam kelompok dan golongan dalam masyarakat
seharusnya mampu memperlakukan secara sama terhadap seluruh elemen negara
tanpa terkecuali, sehingga kesetaraan dan persamaan hak maupun kewajiban bagi
seluruh anggota masyarakat negara, atau yang dalam istilah ilmu ketatanegaraan
dan ilmu politik disebut warga negara, tetap terjaga.

Namun pada kenyataannya, perlakuan diskriminatif negara terhadap suatu
kelompok masyarakat atau golongan tak jarang terjadi.® Sehingga menimbulkan
berbagai pertanyaan bahwa sebenarnya perlakuan diskriminatif tersebut terjadi
karena pemegang kekuasaan negara tidak patuh pada konstitusi (undang-undang
dasar negara) atau justru konstitusinya sendiri yang memuat unsur-unsur
diskriminasi.

Adalah negara Indonesia, yang merupakan bangsa plural, yang terdiri dari
berbagai macam suku, agama, kelompok, dan golongan mempunyai sebuah
konstitusi yang dijadikan sebagai pegangan hidup bernegara, yakni Undang-
undang Dasar 1945 (UUD 1943). Didalamnya diatur berbagai masalah ketata

negaraan dan, khususnya, masalah hak-hak dan kewajiban bagi warga negara.

5 Robert M. Mac Iver, The Modern State,di kutip Balam Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-
dasar, hlm. 40

¢ Dalam konteks Indonesia misalnya, khususnya pada zaman Orde Baru, terjadi perlakuan
diskriminatif terhadap WNI keturunan, khususnya bagi WNI keturunan Tiong Hoa. Baca: Alfian

Hamzah (ed.) Kapok Jadi Non Pri, Warga Tiong Hoa Mencari Keadilan, cet.1 (Bandung : Zaman
Wacana Mulia, 1998).



Sebagaimana negara Indonesié, di Madinah pada saat itu, yang
sebelumnya bernama Yatsrib, berdini sebuah negara, - dengan berpatokan pada
sebuah konstitusi, yang oleh banyak pakar politik dikenal dengan nama Piagam
Madinah, ® Didalamnya juga mengatur berbagai masalah hak-hak dan kewajiban
bagi warga negara.

Dalam skripsi ini penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan
mengkomparasikan antara Piagam Madinah yang merupakan konstitusi Negara
Madinah dan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia,
khususnya tentang konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga
negara.

Dari kedua konstitusi tersebut, menarik untuk dijadikan obyek
perbandingan mengingat kedua konstitusi tersebut memiliki beberapa persamaan
dan perbedaan. Di antara persamaannya adalah bahwa kedua konstitusi tersebut
menjadi pegangan hidup bermegara bagi masyarakat yang penduduknya sangat
plural, batk dari segi suku, agama, maupun budaya. Dan juga, pelaku utama
pembentuk kedua konstitusi tersebut adalah orang Islam, setidaknya untuk
pembentukan UUD 1945 sebagian terbesar adalah orang Islam.” Adapun aspek

perbedaannya adalah keterpautan waktu dj antara keduanya sangat jauh. Piagam

7).Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari
Pandangan A-Qur'an, ed.1, cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1956), him. 81,

® H. Munawwir Siadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ed.5
(Jakarta: UI Press, 1993), him. 30.

*Ahmad Sukardja , Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1945 Kajian Perban-
dingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk, cet. 1 (Jakarta : Ul-
Press, 1995) hlm. 7. Mengenai hal ini bisa di lihat juga dalam Bahan Penataran P-4 Undang-
Undang Dasar 1945, (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, 1996), pada halaman 4-10 dijelaskan tentang sejarah singkat
pembentukan UUD 1945, serta tokoh-tokoh yang ada didalamnya.



Madinah di buat pada zaman klasik, yakni abad ketujuh Masehi, sedangkan UUD
1945 di buat pada zaman modern, yakni pada abad kedua puluh Masehi. Pada
konteks Negara Madinah, supremasi 1slam tefkesan sangat rnc:anonjo],]0 sedangkan
pada konteks Negara Indonesia, semua pemeluk agama berkedudukan sama, baik
politik maupun hukum. '’

Pengkajian ini penyusun lakukan atas dasar pandangan yang sama
terhadap setiap Undang-undang Dasar sebuah negara, meskipun dengan bentuk
negara yang berbeda. Khusus mengenai UUD 1945, penyusun berpatokan pada
UUD yang di muat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 11 No. 7, tanggal 15
Februann 1946, dengan mengabatkan amandemen terthadap UUD 1945 yang
dilakukan oleh MPR RI pada bulan Agustus tahun 1999, mengingat amandemen
tersebut tidak berkaitan secara substantif terhadap obyek pembahasan skripsi ini.
Sedangkan téks Piagam Madinahnya berpatokan pada teks yang digunakan oleh J.
Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Pemerintahan

dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an.

B. Pokok Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan

skripsi ini terarah, penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai

berikut :

'* Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kalimat Bismillak ar Rahman ar Rahim pada
awal kalimat dalam teks Piagam Madinah, dan kemudian, apabila ada perselisihan di antara

mereka maka dasar penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad, sebagaimana
tertuang dalam teks Piagam Madinah pasal 23.

"1 Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945



Bagaimana konsep-konsep dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 yang
mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara. Serta apa dan
bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya menyangkut konsep-

konsep persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara 7

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk dapat mengetahui secara tepat tentang konsep-konsep persamaan
hak dan kewajiban bagi warga negara yang terkandung dalam Piagam Madinah
dan UUD 1945, serta untuk menemukan aspek-aspek persamaan dan perbedaan
dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam dua konstitusi

yang mempunyai latar belakang sosio-kultural yang berbeda tersebut.

Adapun kegunaannya :

Dibarapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang politik,
khususnya tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, sebagaimana yang
tertuang dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Selain itu, dari hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana politik Islam yang

egaliter dan anti diskriminasi.

D. Telaah Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan mengacu pada tulisan-

tulisan yang ada, yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan



pokok masalah di atas. Sepanjang pengetahuan dan dokumentasi penyusun, telah
cukup banyak pakar hukum Islam yang membahas permasalahan tersebut. Di
antaranya, Dr. Ali Abdul Wahid Wafie, dalam bukunya Prinsip Hak Asasi Dalam
Islam, menegaskan bahwa hak asasi manusia itu ditujukan pada dua hal pokok,
yaitu persamaan hak hidup dan kebebasan (kemerdekaan).'? Menurutnya, dasar
kepentingan persamaan hak hidup dikembalikan pada tiga macam hal, yaitu
persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan, persamaan hak dalam
bidang undang-undang dan kepentingan bersama, serta persamaan hak dalam hal
aktifitas perekonomian dan perdagangan. & Sedangkan dalam bukunya yang lain,
yang diterjemahkan oleh T. Fuad Wahab dengan judul Kebebasan dalam Isiam,
Wafie menjelaskan tentang kebebasan manusia secara lebih gamblang. Di antara
kebebasan tersebut adalah kebebasan sipil, kebebasan beragama, kebebasan
berpikir dan mengemukakan pendapat, serta kebebasan berpolitik.” Dalam
menjelaskan analisanya, Wafie mendasarkan pada nash al-Qur’an dan Hadis, serta
perilaku para sahabat Nabi dan juga para cendekiawan terdahulu.

Sementara itu, H. Munawir Sjadzali dalam bukunya berjudul Islam dan
Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, mengemukakan bahwa di dalam al-
Qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya, ayat-ayat

tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-

2Ali Abdul wahid Wafie, Prinsip Hak Asasi dalam Islam,alih bahasa Abu Ahmad al
Wakidy, cet.] (Solo: CV. Pustaka Mantig, 1991), him. 11.

13 1bid him. 13-52.

14 Ali Abdul Wahid Wafie, Kebebasan dalam Islam, alih bahasa T Fuad Wahab, cet. 1
(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), him. 1-113.



prinsip yang harus di perhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan. Seperti
prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan,
persamaan dan kebebasan beragama."”

Demikian juga Dr. Khalid Ibrahim Jindan menegaskan bahwa unsur-unsur
esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci al-Qur’an.
Umpamanya, di dalam al-Qur'an dijelaskan seperangkat prinsip yang dapat
diterjemahkan menjadi tata tertib sosio politik atau suatu perlengkapan bag
tegaknya sebuah negara. Diantaranya adalah prinsip keadilan, persaudaraan,
ketaatan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman.'®

Sedangkan Dr. abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang diterjemahkan
oleh Drs. Abdul Aziz dengan judul Masalah Kenegaraan dalam Pandangan
Islam, membahas tentang kedudukan negara dalam Islam dan hak-hak yang
dimiliki oleh warga negara tersebut menurut Islam. Selain itu, Zaidan juga merinci
kewajiban warga negara terhadap negara beserta kegunaan dant ditetapkannya
kewajiban tersebut.”

Sementara itu Maulana Abul A’la al-Maududi di dalam bukunya yang
berjudul Hak Asasi Manusia dalam Islam, banyak berbicara tentang hak-hak

yang melekat pada dint setiap manusia tanpa membedakan latar belakang agama,

asal daerah, dan sebagainya,”® yakni, bahwa setiap manusia berderajat sama.

' H.Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara., him_ 4-7.

' Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis b Taimiyah Tentang
Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrohin, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 46.

"7 Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraon dalam Pandangan Islam, alih bahasa
Abdul Aziz, cet.1 (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), him, 1-93,

® Maulana Abul A’la al-Maududi, Hak Asasi Marusia dalom Islam, Alih bahasa
Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), him. 9-40.



Manusia mempunyai hak asasi semata-mata karena dirinya adalah manusta, bukan
karena sebab lain."” Dalam membahas persoalan tersebut, al-Maududi menggu-
nakan nash-nash al-Qur’an sebagai landasan argumentasinya.

Namun demikian, di dalam bukunya yang diterjemahkan oleh A. Syatibi
Abdullah dengan judul Hak-hak Minoritas Nonmuslim dalam Negara Islam, al-
Maududi masih mengesankan perlakuan yang berbeda bagi masyarakat non
muslim dalam sebuah negara Islam. Menurutnya, di dalam sebuah negara Islam,
masyarakat nonmuslim yang juga menjadi warga minoritas tidak mempunyai
kewajiban terhadap pertahanan negara, masalah pertahanan negara hanya menjadi
tanggung jawab warga negara yang beragama Islam. Hal ini lebih dilandaskan
pada persoalan politis, terlepas dari hak asasinya sebagai warga negara. Dalam
buku tersebut, al-Maududi menjelaskan tentang siapa saja warga negara dalam
sebuah negara Islam dan juga hak-hak apa saja yang bisa dinikmati oleh warga
negara nonmuslim dalam negara Islam >

J. Suyuthi Pulungan dalam desertasinya yang kemudian dibukukan dengan
judul Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari
Pandangan Al-Qur'an, membahas secara rinct prinsip-prinsip hak asasi dan
politik pemerintahan dalam Piagam Madinah yang kemudian dihubungkan dengan

ayat-ayat al-Qur’an. Dalam kesimpulannya, Pulungan menegaskan bahwa prinsip-

Y Ibid, him. 12.

® Abul A’la Al-Maududi, Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Negara Islam, Alih
bahasa A. Syatibi Abdullah, cet. 1 (Bandung: CV Sinar Baru, 1993), hlm. 36-37.



prinsip tersebut dengan jelas mengakui hak-hak semua kelompok sosial Madinah,
dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota umat.*’

Sementara yang berkaitan dengan konteks Indonesia, Dr. Anwar Harjono,
SH dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Ke
Belakang Menatap masa Depan, mencoba membaca perjalanan sejarah politik
bangsa, dart hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sampat hal-hal
yang berorientasi masa depan bagi bangsa ini. Dalam membicarakan masalah hak
dan kewajiban bagi warga negara, Harjono menganalisa dan mendasarkan din
pada sudut pandang Pancasila yang merupakan inti dari UUD 1945. Menurutnya,
sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu mantfestasi dart sila
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama tersebut dalam manifestasi
sosialnya adalah menyayangi sesama manusia, tanpa memandang agama,
keyakinan, jenis kelamin dan warna kulit, artinya hak-hak hidup atas manusia-
tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaannya, hak
asasi tidak boleh dipisahkan dari kewajiban asasi, _sebab tidak akan pernah ada hak
tanpa kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itulah yang disebut
keadilan. Dengan dicantumkannya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai
sila kedua dalam Pancasila, baik negara maupun rakyat secara bersama-sama
memiliki kewajtban untuk menjamin agar setiap manusia dapat memenuhi hak

dan kewajibannya yang asasi.?

¥ Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip, him. 268.

2 Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Ke Belakang Menatap Musa
Depan, cet.1 (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), him. 147-148
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Namun demikian, ada hal menarik yang terekam dalam buku Alfian
Hamzah (ed.) berjudul Kapok Jadi Non Pri Warga Tiong Hoa Mencari Keadilan.
Buku yang merupakan kumpulan tulisan dari tokoh-tokoh terkenal seperti
Nurcholis Madjid, Amin Rais, dan lain-lain tersebut mencoba membaca realitas
politik di Indonesia dan realitas salah kaprah atas perlakuan diskriminatif yang
dilakukan oleh negara terhadap etnis Tiong Hoa. Kebijakan pemerintah Orde Baru
melakukan diskriminasi rasial yang sebenarnya merupakan warisan pemerintahan
Belanda, seakan diamini oleh masyarakat yang merasa dirinya adalah bangsa
“pribumi”, padahal mereka (etmis Tiong Hoa) juga merasa bahwa Indonesia
adalah tanah air dan tumpah darah mereka.

Sampai saat ini, tulisan yang secara khusus membahas tentang konsep-
konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara yang dirujukkan pada
Piagam Madinah dan UUD 1945 secara komparatif belum ditemukan, kecuali
hanya satu buku yang berusaha mengkomparasikan Piagam Madinah dan UUD
1945, yaitu desertasi Dr. Ahmad Sukardja yang dibukukan dengan judul Piagam
Madinah dan Undang Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar
Hidup Bersama dalam Msyarakat Yang Majemuk,  namun pembahasan dalam
buku tersebut masih sangat umum, dan tidak membahas tentang konsep-konsep
hak dan kewajiban bagi warga negara yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD
1945 secara lebih khusus dan terperinci. Denganidemikian, skripsi ini menarik

dimunculkan kembali dalam nuansa dan perspektif yang lain.

¥ Lihat: Ahmad Sukardja , Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar 1943 Kajian
Perbandingan Tentanyg Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majepmik, cet. 1 (Jakarta :
UI-Press, 1995).



E. Kerangka Teoretik

Undang-undang dasar negara, selain berfungs: sebagar dasar hukum suatu
negara, juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai umum vang dijunjung tingg
oleh warga negara tersebut, sehingga melalui undang-undang dasar dapat
diketahui gambaran pribadi suatu bangsa. Di dalam undang-undang dasar diatur
banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bemegara. Di
antaranya, sebagaimana yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini,
adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban bagi warga negara.

Sebagaimana diketahui, Piagam Madinah yang merupakan konstitusi
Negara Madinah dan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Republik
Indonesia adalah suatu konstitusi yang dibuat oleh orang Islam, setidak-tidaknya
untuk pembentukan UUD 1945 sebagian besar adalah muslim.** Sehingga dalam
penyusunan konstitusi negara pun tentunya tak lepas dari nilai-nilai dan norma-
norma yang ada dalam Islam.

Agama Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama bila dilihat
dan penciptaan mereka yang pertama dan ras-ras mereka terdahulu kala dan

bahwasannya tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang kemanusiaan

mereka .’ Allah swt. Berfirman

1 8 0 byt Uy 2y o e s 01 T

*Jbid, him. 7. Lihat juga BP-7 Pusat, Bahan Penataran P-4 Undeang-undang Dasar 19453,
. him. 4-10, ' ‘

2* Abdul Wahid Wafi, Persamacnr Hak dalam Istam, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal
dan Drs. Rosihin, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1984), him. 14,

* Al-Hujurat (49) : 13.



Menurut Wafi, ayat ini menjelaskan bahwa manusia adalah Keturunan dari
satu bapak dan satu tbu, maka tidak ada kelebihan bagi manusia yang satu atas
manusia vang lain hanva karcna ras dan tabiat.™'

Dalam surat yang lain Allah berfirman : =
- . [ ‘e LI . w a: * I’_‘
g,‘:',.{_) u.:»_}‘/- Lﬁ"‘#ﬁ"’“"\)w‘"w@’&)j"*&'w \_}m\uﬂ UH.G.:\ (.y
. . “u_} \(/_'-b%‘(/‘['“é—"

Surat al A'raf (7) ayat 189 dan surat az Zumar (39) ayat 6 juga
menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari dirt vang satu. Kemudian
dalam surat Fatir (35) ayat 11 dan surat a/ Mu’'minun (23) ayat 67 diterangkan
asal usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian darn setetes air mani dan
sesudah itu dari segumpal darah dan seterusnya.

Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia
tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dan asal kejadian yang sama yaitu
dan tanah, dari din yang satu yakni Adam yang diciptakan dan tanah dan dan
padanya d:ciptakan isterinya, sesudah itu dari air mani, dan setelah itu dan
segumpal darah dan seterusnya. Manusia juga diciptakan oleh Yang Maha
Tunggal, yakni Allah swt. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seseorang individu
dari individu yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras
yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya,

dan pemerintah atas rakyatnya.”

¥ Abdul wahid Wafl, Persevnaan Hak., hlm. 13,
* An-Nisa’ (4) @ 1

* ) Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip,, hlm 133,



Hal ini didukung oleh Sabda Nabi saw. : A
A A 12 Y asly e Ly sty e - Y AN
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Jadi, walaupun di antara sesama manusia terdapat perbedaan dar segi jenis
kelamin, warna kulit (ras), sifat ;IJembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan
keyakinan, ketrampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan
sosial, tingka't ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya, namun sebagai
manusia mereka tetap sama. Perbedaan-perbedaan yang nyata di antara manusia
ini bukan untuk dijadikan alasan saling membedakan satu sama lain di antara
mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu agar mereka saling mengenal>' Dari
hasil perkenalan 1tu, manusia dituntut untuk saling memberi pertolongan, bukan
untuk berbangga diri dengan keturunan atau mélakukan kedurjanaan, diskriminasi '-
berdasarkan ras, asal-usul atau suku bangsa sebagai akibat kebanggaan tersebut.*?
Karena standar keunggulan manusia diletakkan atas dasar sifat-sifat baik yang

mereka miliki, perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan dan nilai takwa

.. k]
dalam diri mereka

* Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Badhrat {al
Mundzir bin Malik). Lihat: Ahmad bin Hanbal, al-Musnad, jihd V., (Beirut: al-Makiab al-Istami,
1985), hlm. 411,

) Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintea’on., Mm. 153, Sebagaimana juga
Firman Alleh dalam al-Hujurat ; 13

32 Abdu! Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan, hlm. 53,
3 Ibid. him, 54.
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Dari kerangka teori inilah pengkajian dan penelitian tentang konsep-
konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah

dan UUD 1945 dilakukan.

F. Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pokok permasalahan yang
akan dikaji dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library
research). Maka dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber

kepustakaan yang berkenaan dengan pokok masalah di atas.

2. Tipe Penelitian
Tipe pada penelitian kepustakaan ini bersifat deskriptif. Penggunaan tipe
ini dimaksudkan untuk mengadakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai
suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan
| sejumlah variabel yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang
diteliti, sehingga hasil dari penelitian adalah deskripsi dari variabel-

variabel tertentu.

3. Pengumpulan Data

Sebagal penelitian kepustaakaan, data-data penelitian akan dihimpun atau

dikumpulkan melalui dua sumber, vaitu :
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a. Sumber primer (pustaka primer), digali dani obyek pengkajian utama
dalam skripsi ini, yaitu teks Piagam Madinah, yang diambil dari buku
Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, karya .
Suyuthi Pulungan dan teks UUD 1945 yang di muat dalam Berita
Republik Indonesia Tahun II No.7, tanggal 15 Februari 1946.

b. Sumber sekunder (data sekunder), diperoleh dari literatur-literatur
yang memberikan informasi mengenai Piagam Madinah dan UUD
1945, buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban warga
negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bahan-
bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai

penunjang dan pembanding data.

Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam melakukan analisa data, digunakan analisa

kualitatif. Yakmni, tidak dilakukan dengan cara penghitungan data statistik,

melainkan dengan cara membaca dan memcermati data yang telah diolah.

Untuk 1tw, analisa dilakukan dengan metode induktif, deduktif dan

komparatif.

a. Induktif, adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat
observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah
proses mengorganisir fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang

terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi*

him. 40.

** Saefudin Azwar, Methode Penelitian, ed. 1, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
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Analisa ini dipergunakan dalam bab 1I, yakni bab yang
mengungkapkan pandangan umum sekitar Piagam Madinah dan UUD
1945 serta pembahasan tentang warga negara dalam Piagam Madinah
dan UUD 1945, dan pengertian umum tentang persamaan hak dan
kewajiban bagi warga negara.

b. Deduktif, adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran
umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan
kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau dafa tertentu yang berciri
sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata
lain, deduksi berarti menyimpulkan, hubungan yang tadinya tidak
tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.® Analisa ini di
gunakan dalam penulisan pada bab int1. Yakni, Bab 111 yang berisikan
pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum tentang hak-hak dan
kewajibaﬁ-kewajiban bagt warga negara, baik dalam Piagam Madinah
maupun dalam UUD 1945. Juga digunakan dalam penyimpulan pada
bab penutup.

¢. Komparatif, yaitu analisa data yang dilakukan dengan cara
memeperbandingkan dua data yang telah terpaparkan dalam bab
sebelumnya. Sehingga dalam bab ini, persamaan dan perbedaan antara
dua bidang penelitian ini dapat ditemukan, dan hakikat obyek dapat
dipahami semakin murni. Analisa model ini dipakai dalam meneliti

pada bab IV.

¥ Ibid.
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5. Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif-sosiologis.
Pendekatan normatif dimaksudkan untuk meneliti tentang konsep-konsep
hak dan kewajiban bagi warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD
1945, Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui

situasi sosial budaya dimana naskah konstitusi tersebut dibuat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistematika
sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang
permasalahan yang menjadi alasan dari pentingnya penelitian ini untuk dilakukan,
dan kemudian dirumuskan menjadi satu pokok permasalahan. Perumusan ini
menjadi sangat penting, karena pokok permasalahan inilah yang meluruskan
konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Disamping
itu, dikemukakan juga tujuan dan kegunaan pengkajian untuk mempertegas pokok
permasalahan, dan kerangka teoretik sebagai landasan pemikiran untuk memecah
kan permasalahan, serta uraian-uraian methode yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan studi. Dalam bab im juga ditampilkan karya-karya yang telah
membahas persoalan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji
dalam skripsi ini.

Bab II, berisi gambaran umum Piagam Madinah dan UUD 1945, di

dalamnya dibahas sekilas tentang Piagam Madinah dan UUD 1945 yang meliputi
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latar belakang geografis, sosial dan kultural masyarakat. Kemudian dilengkapi
dengan pembahasan tentang kewarganegaraan dalam Piagam Madinah dan UUD
1945 serta konsepsi tentang persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara.
Dalam bab I, diungkapkan data-data yang berhasil ditémukan oleh
penyusun fentang permasalahan yang diteliti. Penulisan pada bab ini kemudian
disesuaikan dengan variabel-variabel yang sama, namun digali dan latar belakang
yang berbeda, yakni bidang Piagam Madinah dan UUD 1945, Dengan
pengungkapan data-data dari kedua bidang penelitian tersebut diharapkan dapat
diungkap perbedaan dan persamaan dalam variabel-variabel yang sama.
Berikutnya pada Bab IV, berisi analisis tentang persamaan dan perbedaan
dari bidang kajian, dengan data-data yang diperoleh pada bab sebelumnya
Kemudian pembahasan ini diall<hiri dengan penutup pada Bab V. Dalam
bab inilah semua paparan data dan analisa disimpulkan. Kesimpulan ini sebagai
temuan akhir dari perjalanan penelitian dan penulisan terhadap pokok
permasalahan yang telah digariskan. Penutup dalam penulisan skripsi ini juga
dilengkapi dengan beberapa saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam
penelitian ini yang tidak bisa di masukkan dalam pembahasan, karena bisa

mengakibatkan kaburnya arah pembahasan dan menjadikan kualitas penulisan ini

lebih buruk. |



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya yang mengacu pada pokok masalah,
beberapa hal yang bisa dijadikan konklusi dari pembahasan ini dapat dirumuskan
sebagai berikut

Pertama, dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 terdapat beberapa
konsep fentang persamaan bagi warga negaranya, baik yang menyangkut masalah
hak maupun kewajiban. Ragam hak dan kewajiban yang terdapat dalam kedua
konstitusi tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, di
antaranya adalah; persamaan hak dalam hal kebebasan beragama, persamaan hak
dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, persamaan hak
dalam hal mendapatkan pendidikan, persamaan hak dalam hal kebebasan
berserikat dan berkumpul, persamaan hak dalam hal mendapatkan jaminan hukum
dan keadilan, persamaan hak dalam hal kebebasan berpendapat, persamaan hak
dalam hal mempertahankan kebudayaan, persamaan kewajiban dalam hal
pertahanan negara, dan persamaan kewajiban dalam hal mematuhi kebijakan
pemerintah yang sah. Khusus mengenai konsep hak untuk mendapatkan
pendidikan, dalam Piagam Madinah tidak ditemukan, namun dalam prakteknya,
Nabi Muhammad saw., yang merupakan kepala negara Madinah mempunyai
kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan, dan tidak ada larangan bagi

warga Madinah untuk mendapatkan pendidikan.
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Kedua, dari konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga
negara yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, disamping
mempunyai beberapa persamaan juga terdapat beberapa perbedaan. Persamaan-
persamaan-persamaan tersebut terdapat dalam hal hak kebebasan beragama, hak
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan jaminan
hukum dan keadilan, hak kebebasan berpendapat, hak mempertahankan
kebudayaan, kewajiban mempertahankan negara, dan kewajiban mematuhi
kebijakan pemerintahan yang sah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada peluang
untuk berusaha, pengaturan tentang hak mendapatkan pendidikan, pengaturan
tentang berserikat dan berkumpul, dan pengaturan tentang hak untuk
mempertahankan kebudayaan.

Adanya persamaan dan perbedaan antara Piagam Madinah dan UUD 1945
mengenai konsep-konsep hak dan kewajiban tersebut sangat dipengaruhi oleh

konteks sosial politik dan kebutuhan-kebutuhan yang melatarbelakanginya.

B. Saran-saran

Dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi telah memaparkan beberapa
hal yang berkaitan dengan konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi
warga negara dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Sebenarnya masih banyak
persoalan yang bisa diangkat dan kedua konstitusi tersebut, namun fidak bisa
penyusun masukkan dalam pembahasan skripsi ini, karena justru bisa

mengaburkan tema dan arah pembahasan.
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Pada kesempatan mendatang, hendaknya dilakukan penelitian tentang
sistem ketatanegaraan pada Negara Madinah dilthat dari kaca mata hukum
ketatanegaraan modern. Hal ini kiranya menarik untuk dilakukan, mengingat
Piagam Madinah yang merupakan konstitusi dart Negara Madinah, dan nota bene
dilalirkan pada zaman klasik (abad ke-7 M), temyata mempunyai banyak
kesamaan dalam hal konsep-konsep persamaan hak dan kewajiban bagi warga
negara dengan UUD 1945 yang dilahirkan pada zaman modemn (abad ke-20 M),
Hal ini membeni peluang untuk bisa dilakukan penelitian tentang sistem
ketetatanegaraannya secara lebih lﬁas dengan sudut pandang hukum

ketatanegaraan modern. Sebab, sepanmjang yang penyusun ketahui, penelitian

tentang hal ini belum ada.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

No

Hlm.

FN

Terjemah

12

26

“Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dan
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-banngsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal mengenal™

12

28

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang
telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya
Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak”. '

13

30

“Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu
dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang
Arab atas orang bukan Arab, dan tidak ada keutamaan orang
bukanr Arab atas orang Arab, serta tidak ada keutamaan
orang berwarna atas orang hitam dan orang hitam atas orang
berwarna, kecuali karena takwanya”.

68

174

“Tidak ada paksaan dalam beragama”.

68

175

Dan katakanlah : “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu,
maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendakian ia
beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia
kafir”.

69

176

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam
Kamji angkat mereka dari daratan dan di lautan, Kmi beri
rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang
kami ciptakan”.

69

177

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaraniah
di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
supaya kamu beruntung”.




69

178 |

“Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah SWT. Maha mendengar lagi maha
mengetahui”, '

70 | 180 | “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf
dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang
yang beruntung”.

1




Lampiran 11

TEKS PIAGAM MADINAH

DAN TERJEMAHNYA
Y J_, RV ARUESI f)t ug,n mp._“s
-‘. - 247
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Dengan asma’ Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penya-
yang. Ini adalah kiz4b (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi
SAW antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari
Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian
menggabungkan dird denga.n mereka, cdan berjuang bersama
mereka,

L/‘:; y/ /Tﬂ/; Fyrs

9 U“%\j EL.n\ N_J\ (\)

'Document {dokumen) oleh Guillaume, Wriring (tulisan) oleh Watt, dan
piegam olelt Zainal Abidin Ahmad,

One community (masyarakat tunggal) oleh Watt dan Wolfgeng Behn,
dengan makna kesatuan politik yang bersifat eksilusif,

3Distinet (berbeda) oleh Wait dan exelusion of (tidak termasuk) oleh
Guillaume, Behn, dan Wensinck.



Sesungguhinya mercka adalah umat yang satu, tidak termasuk
golongan lain.

. ./ . p/"/ vy /s ! . Ll (7
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Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebia-
saan baik yang berlaku di kalangan mereka, mereka bersama-
sama menerima dan membayar tebusan darah mercka, dan
menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil
di antara orang-orang mukmin,

:gé;y--\ ,;/JB‘J—/:' /',)L}Pd“;_}i‘s(v)
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Band 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil
di antara ora.ng-orahg mukmin

Yo osrr «
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4 ooy AT e TSN oleh Tbn Hisyam dan
K3 SRS FD oleh Abi "Ubaid ol-Qésim bin Sallim.
$ WSty o ,hit oleh Thn Manzhilr,

¢ wbadt Gleh Ton Hisyim, den bleh Ton Sallim.
T A oleh Ibn Hisydm dan Ibn Sallam. -



Banfl al-Hérits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan
baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima
atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan
setiap golongan menebus tawanan mercka sendiri dengan
cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.
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Band S&'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan sctiap golongan
menebus tawanan mercka sendiri dengan cara yang makruf
dan adil di antara orang-orang mukmin.
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Banti Jusy&m tetap menurut adat kebiasaan baik mercka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar
tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf
dan adil di antara orang-orang mukmin.
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Band Al-Najjir tetap menurut adat kebiasaan baik mereka



* yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau memba-

'yartebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mercka sendin dengan cara yang makruf
dan adil di antara orang-orang mukmin.
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8. Band'Amrbin'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mere-

© ka' yang berlaku, mercka bersama-sama menerima atau

- membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap

golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang
maknuf dan adil di antara orang-orang mukm'm.
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9. Banil al-Nabit tetap menurut adat kebiasaan baik mereka
yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau mem-
bayar tebusan mercka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendin dengan cara yang makruf
dan adil di antara orang-orang mukimin.
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10. Band al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang
berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar



11.

12.

13.

tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf
dan adil di antara orang-orang mukmin.
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Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak bolch membiar-
kan seorang di antara mereka menanggung beban utang dan
beban keluarga.yang harus diberi nafkah, tetapi memban-
tunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau
membayar diat.
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Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan
atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang

lainnya.
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Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus
melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau

(dibebani utang dan banyak keluarga

yang wajib diberi nafkah) cleh Tbn Hisyam.

*Client (keluarga) oleh Wait, dan aliy (sekum) oleh Guillaume.
1%Rebellious (memberontak) oleh Guillaume dan acts wrongfutly (melakukan

kesalahan) oleh Wat.

WAct injustice (bertindak tidak adil) oleh Wollgang Behn.



orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan
permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin,
dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun
terhadap anak salah seorang dari mereka.
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14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk

kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang
kafir untuk melawan orang mukmin.
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15, Sesungguhnya jaminan atau perhndungan Allah itu satu, Dia
melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya
orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong

_atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.
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16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuri kita berhak
mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiaya-
an dan tidak ada yang menolong musuh mereka.
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18.

19.

20.
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Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satw,
tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai

“sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di
" jalan Alah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara

mereka, .
Fa )‘ v s 177 a
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Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita
satu sama lain harus saling bahu-membahu.
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Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela
sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah,
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Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa sclalﬁ_
berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.
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20b.Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi hara

\.x_

dan jiwa-orang. Quraisy dan.tidak.campur tangan terhadap
La.tnn_ga Jang melawm orang rnukmm
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21, Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin
dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum
bunuh dengan scbab perbuatannya itu, kecuali wali si ter-

bunuh rela {(menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin
bersatu untuk menghukumnya.
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22. Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang
mengakui isi shahifagini dan beriman kepada Allah dan Hari
Akhir menclong pelaku kejahatan dan tidak pula membe-
lanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesung-
guhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari
Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang
dapat diterima daripadanya.

13 Jx H—y‘ Lo i._.'uf W oleh Ibn Hisyéam.
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25.
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Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai se-

suatu, maka dasarpenyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah '
dan Muhammad.
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Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin

bekeja samadalam menanggung pembiayaan selamamereka
niengadakan peperangan bcrsama
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Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf safu umat bersama orang-

, orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mercka dan bagi

26.

orang-orang muslim agama mereka, iermasuk sekutu-sekutu
dandiri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbu-
at dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang
demikian hanya akan mencelakakan din dan keluarganya.
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Sesungguhnya Yahudi Banf al-Najjirmemperoleh perlakuan
yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf,
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sesungguhnya Yahudi Banf al-Hirits memperoleh perlakuas,
yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf,
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Sesungguhnya Yahudi Banf S@'idai memperoleh perlakuan
yang sama sep-cm }ang, berlaku b1g1 Yahudt Bani 'Auf,

al/

Sesungguhnya Yzhudi Banf Jusyam mcmperolch perlakuan
yang sama seperti yang bcrlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

SIHE M“d‘*wﬂ‘@‘j@ Lo G

Sesungguhnya bagi Yahudi Bani al-Aus berlaku seperti yang
berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.
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‘Sesungguhnya Yahudi Banf Tsa’labag mempercleh perlaku-

an yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf,
kecuali orang yang betlaku zalim dan berbuat dosa atau

aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya
akan mencelakakan diri dan keluarganya.

I
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Sesungguhnya Jafnaf keluarga Tsa'labaf memperoleh per-
lakuan yang sama seperti mereka.
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33. Sesungguhnya berlaku bagi Bani Syuthaibag seperti yang
berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf, dan sesungguhnya kebaikan
(kesetiaan) itu tanpa dosa.

//. /‘/, s
34, Sesungguhnyasekutu-selcutuTsa'laba;mempcrolehpcrlakuan
yang sama seperti mereka.

W&Jw lLiLﬁJu“; (Vé)

35. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan

kaum Yahudi memperoleh pcrlakuan yang sama seperti
mereka.

de Uu-"\-’j‘ -(;'/"(‘-5-“(_,-5 ﬁ,b/ (v+)

36. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk
Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muham-

mad.
Yps e * P 1
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36b.Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya
(balas) karena dilukai, dan siapa yang meclakukan kejahatan
. berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya,

kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik
(ketentuan) ini,
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37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah
mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah
mcreka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama
atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang me-
nyerang warga shahifat ini, dan mereka saling memberi saran
dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

e sl f.l‘. ! L/ff Vs
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37h.Sesungguhnya seseorang tidak ikut rnenanggung kesalahan

sekutunya,dan pertolongan atau pembelaandiberikan kepada
orang teraniaya.
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38. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-crang mukmin

bekerjasamamenanggung pembiayaan selamamereka meng-
" hadapi peperangan bersama.
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39. Scsungguhnya Yatsnbdanlembahnya suci bagi wargashafhifat
ini.
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40. Sesungguhnya tetangga itu sepem‘dm sendiri, tidak boleh
dimudarati dan diperlakukan secara jahat.

keu\ww\"" ’um )

41, Sesungguhnyatetangga wanita tidak boleh dilindungi kecua-
1i izin keluarganya.
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42.

43,

44,

45.
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Sesungguhnya bila di antara pendukung shagifat ini terjadi
suatu peristiwa atau perselisiban yang dikhawatirkan menim-
bulkan bahaya atau kerusakan, maka penyclesaiannya (me-
nurut) ketentuan Allah dan Muhammad. Rasulullah SAW,

dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik
isi shahifat ini.

\& L5 o y’ "”Liﬁ Yff)\/(t\')

Sesungguhnaya tidak boleh diberikan perlindungan kepada
Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.
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Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, 1olong-

menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota
Yaisnib.
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Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai, mere-
ka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka
sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melak-
sanakannya,dansesungguhnya apabila mereka (orang-orang)
mukmin diajak berdamai seperti it maka sesungguhnya



wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu,
kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

45b.Sesungguhnya setdap orang mempunyai baglannya masmg-
masing dari pihaknya sendiri.
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46. Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka
memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh
kelompok lain pendukung shaiifa; ini serta memperoleh
perlakuan yang baik dari semua pemilik shafifat ini. Sesung-
guhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang ber-
tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya
Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat
dalam shafifat ind.
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47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar keten-
tuan tertulis ini kalau bukan pengkhianat dan pelaku kejahatan.

Siapa saja yang keluar dad kota Madinah dan atau tetap
tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya
dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang

berbuat baik dan takwa dan Muhainmad adalah Rasululiah
SAW,
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UNDANG-UNDANG DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa scsunggufmya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan aweh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuanpan pergerakan kemerdckaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia

ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indoncsna yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indone-
sia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-
. nesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanzkan ketertibun dunia yang berdusarkan kemnerdekaan,
perdamaian abadi dzn keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu daluim suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang tethentuk
ddlam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulstan rakyat de-
ngaa berdasar kepada : Ketuhanan Yanp Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuun Indonesia, dun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak. |

sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan sustu Ke-
adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB 1
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1) Negara Indenesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalzh i tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
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(2)

(3)

BAB I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggola Dewan Per-

wakilan Rakyat; ditambah dcaganr utusan-utusin dari daerah-daerah dan
golongan-golongan, menurut uturan. yang ditetapkan dengin undang-undang.
Mujelis Permusyawaratan Rakyat. bersidang sedikitnya sekali dalam lima
" wahun di ibu kota-negara.

Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dltetapkan dengan suara}
“yang lerbanyak. :

Pasal 3'

Majelis re'musyawaratan Rakyat meneldpka.n Undang Undang Dasar dan.

‘garis-garis besar darj pada haluan negara
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BAB I
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4

Presiden Republik Indonesia memegang KeKuasaan pcmcnmah:m menurut
Undang- Unddng Dasar.

Dalam melakukan kewapbannya Presiden dlbanfu oleh satu orang Wakil
Presiden,

Pasal 5

Prcmdcn memegang kekuasaan membemuk undang-undang dengan per-
setujuan Dewan Perwakilan. Rakyat.

Presiden menetapkan pefaluran pemerirtah untuk menjalankan undang-
undang sebaga:mana mestinya.

* Pasal 6

Presiden ialah orang Iridonesia asli.

Presiden dun Wakil Presiden dipilih olch Ma_}ells Pen‘nusyawaratan Rakyat’

dengan suara yang terbanyak,



Pasal 7

‘Presiden: dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilik kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukin kewajibannya )
dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

. Sebelum memangku jabatannya, Presiden- dan Wakil Presiden beisumpah
menurut agama, atau beranji dengan sungguh-sungguh di hadapan Maijelis Per-
musyawaratan Rakyat atau Dewan Pcrwakﬂan Rakyat sebaga: berikut :

Sumpzh Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenum kewajiban Presiden Republik
.Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-
‘adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

iundang dan peraturannya dengan selurus—lumsnya serta berbakti kepada Nusa
dan Bangsa "

l
!
i : . Pasal 9
i
i
|
i
i

Janp Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh- sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden -
‘Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia} dengan sebaik-baiknya
.dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan

‘segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti
-kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasel 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkalf‘ )
]an Laut, dan Angkatan Udara. '

Pasnl 1 )
; Presiden ‘dengan persetujuan Dewan Perwaklldu Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

: .. - ~
i .

Pasa112

Presiden menyataka.n keadaan bahaya. Sya.rat-syarat dan akibatnya: ke- -
adaan bahaya ditetapkan dengzm undang-undang.

+
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Pasal 13

Presiden mengangkat duta dan konsul.

Presiden menerima duta negara lain,

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15
Presiden m:mberi gelaran, tandu jasa, dan lain-lain tanda kehommatan.
| BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Paaal 16

Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Dewan ini berkewajiban memberi jawub atas pertanyaan Presiden dan
berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V¥
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17 '

Presiden dibantu ulch menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18

Pembagian daerah [ndonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. dengan meman-
dang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara,
dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerahi yang bersifat istimewa.
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BAB VI
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang. undang
Dewan Perwa.k:lan Rzkyal bersidang scdlkllnya sekali dalam sciahun.

Pasal 20

Tiap-tlap undangundang menghendaki persetujuan Dewan” Perwakilan
Rakyat. _

Jika sesuatu rancangan undéng undang udak 'ri'wndapal persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. maka rancangan tadi tidak holeh dimsjukan laf,l dalam
pers:dangan Dcwan Perwakilan Rakyat masa itu.

'Pasal 21

Anggota- anggou Dewan Perwacilan Rakyat L1erh:ﬂv\ mcmajul\an rancangan
undang-undang.

Jika rancangan itu, meskipun disctujui olen Dewan Perwakilan Rakyat,
tidak . disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak holeh dimujukan
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa ..

Pasal 22

Dalam hal ihv-al kegentingan yang memaksa, Presiden berhak nn.mldpk.m
peraturan pemerintak-sebagai pengganti undung-undang.

Peraturan pemerintah itu harus mendapatl persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikui.

JLkabuda.k mendapal persélujuan, maka peraturan pcmcnnlah itu harus
dicabut

 BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23

Anggaran pendapalan dan belanja diletupkan tiap-tiap tahun dengan

. undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

-
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anggarart yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalenkan ang.
garan tahun yang lalu.

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. - ;
Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Untuk fremeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suaty
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undangj'
undang. Hasil pemenksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakil
Rakyat.
BAB'D;_
KEKUASAAN KEHAKIMAN
 Pasal 24 '

Kekuasaan kehakiman dilakukan -oleh sebuzh Mahkamah Agqung dan !am-
lain badan kehak:man menurut undang-undang,

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu dlatur dengan undang-
undang. - p .

Pasal 2§

v

Syarat-syarat untuk -menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakxm cu-

tetapkan dengan undang undang

)
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BAB X _
WARGA NEGARA
Pasal 26

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli d"an
orang-orang bangsa !a.m yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara. .
Syarat-syarat yang mengena.l kewargaannegara ditetapkan dengan undang:
undang. S

Pasal 27
Segala warga negara bersamaan léeduduxannya di dalam hukum dan’ peme

rintahan ‘dan wajib menjunjung hukum dan pemcnnta.ha.n itu dengan tidak
ada kecualinya.
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Tiap-tiap wasga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan bersserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tulisan dan scbagainya ditetapkan dengan undang-undang.

(M
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BAB X1

AGAMA
_ Pasal 29
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
nya masing-masing dan untuk heribadat menurut agamanya dan kepercaya-
annyaitu,

BAB X11

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

Thap-tiap warga negara verhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
negara. .

Syaral-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB X1l

PENDIDIKAN
Pasal 31

Tiap-tiap warga negara berhak mendapal pengajaran. -

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu’ sistem pengajaran
nasional, yang diatur déngan undang-undang. °

Pasal 32 7 _
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.



)

o)

3)

(D
@)

BABXIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33 . )
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama herdasar atas asas kckcluar-i
paan. - . ' . o

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negars dan ).mg mcnguasal ha
jat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air 3an kekayaan alam yang terkandung di' dalamnya dikuasal
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran raky z(.

_ ] Pasul .34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

7 Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BABXVI o
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
~-Pasal 37
Untwk mengubah Undang-Uﬁdané Dasar sekurangkurangnya 2/3 dur;
pada jumlah anggotaMajelis Permusyawaratan Rakyat harus hedir.

Putusan diambil dengan persctujuan sckurang-kurangnys 23 dugi pada
jumiah anggota yang hadir.



ATURAN PERALIHAN
| Pasal |

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan mcnyelcnggar:;-
kan kepindahan pemerintahan keprda Pemerintah Indonesia.

Pasal Tl S
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, sela-
" ma belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal 11

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Per-
siapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV
Sebelum Majelis Perimusya\:varalan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewar Pertinbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam ¢nam bulan sesudah akhirnya pcpprangén Asia Timur Raya, Presi-
den Indonesis mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan
dalam Undang-Undang Dasar inj. '

2), -Dalam enam bulan sesudah Majelis Pc.rmus.yawaratan Rakyat dibentuk,
Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.




10

PENJELASAN TENTANG UNDANG—UNDANG DASAR
NEGARA INDONESIA

UMUM
1 Undunpg-Undang Dasar, sebagiun dari hukum dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara julah hanya sebagian dari hukuminya da-
sai negara itu, Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang terrulis, sedang di
sumpingnya Undanp-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertu-
is. ialah aturan-atoran dasar vang timbul dun terpelihara dalam praktek penye-
lenpearaan negara meskipun tiduk ditulis.

Memanyg untuk menyelidiki hukum dusar {droif constitutionelle) suaiu ne-
gara, tiduak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi
coustitutionelicf  saja. akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktcknya
dan bagaimana suzsana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-Un-
dang Dasar i, '

_ Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapa‘L- dimengerti kalau ha-
nya dibaca teksnya saja. Unituk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-
Undang Dasai dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadi-

nya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahuj
dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnyz undang-undang yang
kita pelajari, aliran pikitan apa yang menjadi dasar undang-undang itn.

1. Pokok pakok pikiran dalam pembukaan

Apakih pokok-pokak yang terkandung dalam “pembukaan” Undang-Undang
Dasar, '

1. “Negara” - begitu bunyinya — “melindungi segcnap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
‘mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaarr ini diterima aliran pengertian negara persatuan negara
yany, melindong dan mchp‘uu sepenap bangsa seluruhnya. Jadi negara me-

ngatasi segala paham golongan mengatasi segala paham perscorangsn. Ne-
gara, menurut pengertian "pembukaan® itu menghendaki persstuan, meli-

puu segenap bangsa Indonesia se‘umhn\ra Inilah suaw dasar ncgara yang
tldak boleh dilupakan. :

R

Ncgarafhgndak mwgu_wdk'an keadilan sosial ba.gi seluruh rakyat.
3. . Pokok yang-ll-fc'etiga yang terkandung dalem “pembukaan” ialzh negara
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vang berkedaularan Rakyar, berdasar alas kerakyutun dun permusvawary-
tan perwakilan. Oleh Karena itu sistemy nepgira yang terbentuk dalamr
‘Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaularan Rakyar dan beidasar
atas permusyawaratan perivakilan. Memang alirun ini scsuai dengan sifal
masyarakat Indunesia. .

4. -Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan™ ialah ne-

gara berdasar atas Kefuhanan Yang Mahua Esa’ menurut Jdasar kemanusiaan -
yang adil dan beradab, '
Olelr karena itu, Undang-Undang Dasar barus mengandung isi yang mewu.
jibkan pemerintaly dan lain-isin penyelenggara negara’ untuk memelibara
budi pckerii kemanusivan yang luhur dan memepang teguh cita-cita morul
rakyat yang luhur. ' :

/Il Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokek pikiran vang terkandung
dalam pembukaun dalam pasal-pasalitya

Pokok-pokok pikiran tersebut mclip.tili suasana Kebatinan dari Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia. Pokuk-pokek pikiran ini mewdjudkan cita-cita
hukumn {Rechtsidec) yang menguasal hukum dasar ncgara, baik hukum yang ter-
tulis {Undang-Undanyg Dasur) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakam pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-
pasalnys. : :

V. Undang-Undapg Dasar bersifut singkat dan supel

Undang-Undang Dasar, hanya memiiat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya me-
riuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan
misalnya dengan Undang-Unddng Dasar Filipina. . o

Maka tefah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan po-
kok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusal
dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara
dan keseja.hteraa‘n sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik
hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang atur-
an-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu discrahkan kepada undang
undang yang lebih mudah caranya membuat, merubgh, dan mencabut.

* Demikianlah sistem Undang-Undung Dasar.
Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan ne-
gara Indonesia. Masyaiakat dan negara Indonesia tambuh, zaman berubah, ter- °

utama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus
hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat
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dan negara Indounesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi
kristalisasi, memberi bentuk  (Gestalrung) kepada pikiran-pikiran yang masih
mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengkal. Oleh karena itu, makin
“supel” felastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supa-
yu sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai
kits membikin“undang-undang y:mg' lekas us.ng (verouderd). Yang sangat penting
dalam pemerintahan dan dulam hal hidupnya negara ialah semangat, scrnangat
para peryelengpara negara, semangal para pemimpin’ pemerintahan. Meskipun
dibikin Undang-Undang Dasar yung menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan,
apubila scnangal para penyelenpgara negara, para pemimpin pemerintahan itu
bersifut perseorangan, Undang-Undang Dusar tadi tentu tiduk ada artinya dalam
praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan te-
tapi jikalau semanuat pura penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Da-
sur fu tento tidak wkan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting iatah
scenungat. Maks semanpat itu Idup, atau dengan lain perkataan dinemis.
Berhubung denpan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditctapkan dalam
Undany-Undang Dasar, sedangkun hal-hal yang perlu untuk menyélenggarakan
aturan-aturan pokok itu harus discrahkan kepada undangundang,

SISTEM PEMERINTAIAN NEGARA

Sistem pemeinmtuhian negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar

fulah:
I Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukumn {rechisstaat)
. Negara Indonesin herdasar atas hukumn (rechisstaar), tidak berdasarkan atas

kekuasaun heluky (Machisstaar).

1. _Sistem Konstitusicnal

2. Pemerintzhan berdasar, atus sistem konstitusi (hukum daser), tidak bersifat
absolutisme (kckuasaun yanyg tidak terbatas).

~

Il Kekuasaan Negara _vang'tcm'uggi di tangan Mafelis Permusyawaralan Rakyat,
{Dic gesamie Staatgewalt licgt-allein bei der Majelis) -

3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusva-
waratan Rakvat, schugai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia [ Vertretungsorgan
des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala
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Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inlluh yang,
memegang -kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjatankan
naluan ilegara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, Presi-
den yang diangkat olel Majelis, berrunduk dan bertenggung jawab kepada Maje-
tis. Ta dalab “mandataris” dari Majelisc ia berwajib menjalankan putusan-putusan
Mujelis. Presiden tidak. "neben™, akan tetapi "u niergeordnet” kepada Majelis.

[V, Presiden ialah penyelengsara pemerintah Negara yang lertinggi dibawah
Majelis

Di vawal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara
pemerintah negara yang tertinggi.

Dalam wmenjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab
adalah di.tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the
President). : .

V.' . Presiden tidak bertanggung jawab kep&da Devan -Pem'al‘cz’lan Rakyat

Di sanipingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyar.

Presiden harus mendapal  perserujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk
membentuk undang-undang (Gescrzgebung/ dan untuk menctapkan anggaran
pendapatan dan belanja negara [Staarsbegrootingl.

Uleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan akan

tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presi-
den tigak tergantung dari pada Dewan,

VI, Menteri Negara ialah pembantu Presiden: Menteri Negara tidak bertanggung-
Jawah kepada Dewan Penwakilan Rakyat

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menterd negura. Mente-
riamenteri itu tidak  berranggung-juwab kepada Dewan Perwakilan Rakyvat. Kedu-
dukdnnya tiduk lergantung dari pada Dewan, akan tetapi lcrganlung dari pada
Presiden. Maoreka ialuh’ pembantu Presiden. .

tf, Kekuasaan Kepula Negara tidok tak terbatas

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakil-
an Rakwat. ia bukan "dikistor' artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

Di aras telah ditepaskun, bahwa iz bertanggung jawab kepada Majelis Per-
musywaratan Rakvat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh sua-
ra Dewan Perwukilan Rukyat.
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Kedudukan DewanPerwakilan Rakyat adalah kuat

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, Dewan ini tidak bisa di-
bubarkarn oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggo-
ta-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semwanva merangkap menjadi anggota Ma:
Jelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan-Rakyat dapat
senantiasa nengawasi -tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap
bahwa Presiden sunpguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Un.
dang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu]

dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan
jawab kepada r’r.esxdcn

.Memen'-M_enreri hegam bukan pegawai tinggi biasa

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan
tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang
terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvelr executif) dalam praktek.

Sebagai pemlmpm departemen, menteri mengetahui seluk. beluk hal-hai.
yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu, mcnten mem-
punyai perearuh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang.
mengenai departemennya. Memang yang dlmaksudkan ialah, para menteri itu pe-
mimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemcrmla.h dan koordinasi dalam pemerintahan

negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerateratnys di bawah pim-
- pinan Presiden.

Bab I
... BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA
o Pasall ;

Menetapkan bentuk Negara Kesaluan dan Republik.
Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

. Majelis Permusyawaratan ‘Rakyat 1alah_ penyelenggira negara yang tertinggi..
. Majelis ini dtanggap sebagai penjelmaan rakyat yang mem.cgang kedaulatan negara.

. Bab Il
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
, Pasd2.

Maksudnya jalah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah
akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat
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diunggap sebagai penjelinaan rakyat.

Yang disebul “gulongan-golongan™ ialah badan-badan scperti koperasi, sen-
kat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang scsuai dengan
aliran zaman. Berhubung dengan anjuran menpadakan sistem koperasi dalam eko-
nomi, maka ayal ini mengingat akan adany.: golongan -gulongan dalam badan-

~hadan ckonuml

Avat 2

Badan vang akan besar jumlalinyg nersidang sedikit-dikitnya schan Ja-
Clam S tahun, Sesedikit-sedikitinva., jadi Kalau perlu dalam § tabun tenty holelt ber-
sidang iehih dari sekali dengan mengadakan persidangan isimewa,

. Pasal 3

. Oleh l\arcna Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara,
muka.kekuasaannya tidak icrbutas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam
S tahun Majelis memperhatikan sepala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada
waktu itu dun menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di
kenwudian hari. .

Bab IHI

KEKUASAANPEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4 dan pasal § ayat 2

Presiden ialuh kepala kekuasaun cksekutif dalami negara. Untuk menjalan-
kun undangundang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pe.
merintah {puuvoir reglementair). -

Pasal 5 ayat 1

Kecuali executive. power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakil-
an Rakyat inenjalankan legislative power dalam negara,

Pasal-pasal: 6,7,8.9
Telah jelas.

Pasal-pasal: 10,11, 12, '13 14,15,

Kckuasaan-kekuasaan Presiden dalam pusal-pisa) ini lala.h konsekuenn dari
. kedudukan-Presiden sebagai Kepala Ncgara '
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_Bab IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16

Dewan inj'ah sehuah Council of State yang berwajib nemberi pertimbang-
an-pertimbanga © kepada pemerintali. [a sel 11ah budan penaschal belaka.

Bab ¥
KEMENTERIAN NEGARA

o, Pasal 17
_Lihatlah di atas.
© Bab Vi
PEMERINTAHAN DAERAH
i Pasal 18
I. Oleh karena Nepara Indonesia itu suatu eenlreidsstaar, maka Indonesia tak

akan mempunyai dacrah di dalami lingkungannya yang bersifat Staar juga.

Duerah Indonesia akan dihagi dalam duerah propinsi dan ;Jacruh pmpi.nsi
aban dibagi puba dulam daerah yanglebih kecil,

Di daerah-dzerah yang bersifut otonom {streck dan locale rechisgemeen-
schappen) atau bensifut Juerah adiinistrasi belaka, senmuanya menuret aluran
ving ahan ditetupkan dengan undang-undang.

i duerah-dacrall yung bersifut otonom skun diadakan badan perwakilan
duerah, oleh kareny di daerah pun pemerintahun akan bersendi atas dasar per-
musyawaratan,

[[.  ‘Dalum territair Negara Indunesia terdupat lebih kurang 250 Zelfhesturende
landschappen Jdun Volksgemcensehappen,. seperty desa di Jawd dan Buh, negeri di
Minangkabau, dusun dan nurey Ji Paleimbang dun sebagainya. Daerah-duerah itu
mempunyai susunign ash, dan olefi karenanya dapal dianggsp sehagai dacrah yang ‘
bersifut isthimews. :

Negary Republik Indonesia menghormati k;_duduku,n dacrah-daerah istime-
_wa tersebut dan segala peraturan negara yung.mengenai daerzh-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.
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Bab V11

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal-pasal: 19,20, 21, dan 23

Likatlah di atas.

Dewan ini harus memberi persclujuannya kcpadd tiap-tiap rancangan un-
dang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk mene-
tapkan undang-undang.

11} Dewan ini mempurnyai jugs hak begrooting pasal 23,

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah,

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi
anggota Majelis Pernyusyawaratan Rakyat.

Pa.'_;al 22

Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebégaiini me-
mang perlu dindakan agar supaya kesclamatan negara dapat dijamin oleh pemerin-
tah dalam keadaan vang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas
dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan
_Dewan Perwakilan Rakvat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini,
vang kekustannya sama dengun undang-undang harus disshkan pula olch Dewan
Perwakilan Rukyut,

Bab Vil

HAL KEUANGAN
Pasal 23 ayat: 1,2,3,4

Ayar | mensuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat,

Cura menctapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi
sifat pemerintahan negara, Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu
ditetapkan semata-imata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau da-
lam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, ang-
garan pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang: undang. Artinya de-
ngan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapainya
belanja buat hidup, harus ditetapkun oleh rakyat itu sendiri, dengan perantarazn

- dewun perwakilannya.
© Rukvar menentukan nasibnya scndm karena itu juga cara hidupnya.

Pusal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja,

kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat danpada kedudukan pemeriniah.



Ini tanda kedaulatan rakyat. . -

QOleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menenluan
nasibnya sendiri, maka segala tindakén yang menempatkan beban kepadn rakyat,
seperti pajak dan laindainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu de-
ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Juga tentang hal macam dan harga mata uang dltetapkan dengan undang-
hndang. Ini penting karena Kedudukan uang itu besar pengaruhinya atas masyara-
kat, Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penu-
kar untiuk memudahkan pertukaran jual beli dalam -masyarakat. Berhubung de-
ngan itu-perlu ada macam dan rupa ‘uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai’

. pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang diper-

tukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya,
jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keada-

-an uang itu harus ditetapkan dengan undang-undgng.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan
dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undans-undang.

Ayat §

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disélujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputussn tersebut. Untuk me-

.meriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu baddn yang terlepas dari
- pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerin-

tah tidak dapal melakukan kewajlban yang seberat itu, Sebaliknya badan itu
bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintzh,

Sebab itu kekuasaan dan kewajibin badan .itu ditetapkan dengan undang.
undang,

Bab IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
 Pasal'24 dan 25
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasdan yang merdel"ca, artinya terlepas dari
pengaruh kekuassan pemerintah. Berhubung dengan ‘itu, Barus diadakan jaminan

. da' m undang-undang tentang kedudukan para Lakim.

- BabX
;WARGA NEGARA
Pasal 26
Ayiat 1
Orang-orang bangsz -lain, miszlnya orang peranakan Belanda, peramkan'
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Tionghoa. dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di [ndonesia. meng-
akui Inqbnesia'sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Nepara Republik
{ndonesia dapat menjadi warga negara.

Ayat 2
Pasal 27,30, 31, ayat |
Telah jelas. ' .
Pasal-pasal ini méngenai hak-hak warga negara,

Pasal 28,29 ,ayat 1, 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai
seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan nepara
vang bersifat.demokratis dan yang héndak menyelenggarakan keadilan sosial dan
perikemanusiaan. . ‘

Bab XI
AGAMA
Pasal 29 ayat |
Ayat ini megyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. ‘ :
Bab XII

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
Teiah jelas.

Bab X1

PENDIDIKAN
Pasal 31 ayat 2
Telah jelas.

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbu! sebagai buah usaha budi-
nya rakyat Indonesia seluruhnya.

Ksbudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan
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Ji daerah-daerah di seluruh Indoncsia terhitung sebagai kebudayaan bangsa, Usaha
kebudayaan harus meniju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan
tidak mcnolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkem-

bangkan atau meniperkaya kebudayaan bangss sendiri, serta memnpertinggi derajat
kemanusiaan tangsa [ndonesia. )

Bab X1V

KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33 '
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan

oleh semia, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan angguta-anggota ma-
syarakat. Kemakmuran masyarakatlall yang diutamakan, bukan kemakmuran

‘orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas-asds kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu falah koperasi.

Perekonomian berdasar atas- demokrasi ekononi, kemakmuran bagi semua
orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang ine-
neuasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk pro-
duksi jatuh ke tangan orangscorang yang berkuass dan rakyat yang banyak ditin-
dasinya.

Hanya perusahaan yang tidak mienguasai hajat hidup orang banyak beleh
ada di tangan orang-seorang,

Bumi dan ajr dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah

‘pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai cleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34
" Telah cukup jelas, lihat di atas.
Bab XV
BENDERA DAN BAHASA

Pacad 35

Telah jelas.
Pasal 36.

Telah jelas.

Di daerah-daerah yang _‘mempu'nya.i bahasa sendir, yang dipeliha:a oleh -
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rakyatnya dengan baik-baik (misalnya hahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagai-
nya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara,

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang
hidup. :

Bab XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
Telah jelas.

Catatan:

Naskah disalin dari Berita Republik Indonesia Tahun If No., 7, tertanggal 15
Februuri 1946 dengan penvesuaian ejaannya menurut ejaan bahasa Indonesia yang
disempurnakan. dengan bantuan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Lampiran IV

BIOGRAFI ULAMA

Abul A’la al Maududi

Lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M) di Aurangabad
Anda Pradesh, India. Semenjak kecil telah belajar ilmu agama dari ayah dan
ibunya. Juga belajar secara otodidak sampai menguasai bahasa Persi, Inggris, dan
bahasa Arab, disamping bahasa Urdu sebagai bahasa ibunya, semenjak umur 17
tahun. la sangat teriarik dengan dunia jurnalisme, hingga pada tahun 1933
menerbitkan sebuah majalah bulanan Tarjumun Al Qur'an. Melalui majalah inilah
gagasan-gagasannya dipublikasikan. Kemudian Ia berhasil menarik simpati dari
Sir Muhammad Igbal dan ditariklah ia pindah ke Panthankol untuk mendirikan
lembaga riset Dar al Islam disana. Pada tahun 1940 al Maududi mendirikan
gerakan Islam Jama'ati Islam. Tulisan-tulisan al Maududi yang bertemakan
keislaman sempat membanjir pada saat kelahiran Pakistan. Selain tema-tema
keislaman, al Maududi juga banyak menulis dengan tema sosial dan politik.

Karena pemikirannya yang sangat revolusioner, pada tahun 1953 al
Maududi dijatuhi hukuman mati. Karena adanya desakan dari dalam dan luar
negeri, hukuman tersebut kemudian dirubah thenjadi hukuman seumur hidup.
Hukuman tersebut tidak menjadi halangan bagi al Maududi untuk tetap berkarya.

Ia tetap menulis buku, artikel, dan berceramah, yang kesemuanya didedikasikan
untuk Islam.

Ahmad bin Hanbal (780-855)

Ia dikenal sebagai ahli hadis, figh dan teologi. Nama lengkapnya Abu
Abdullah Ahmad bin Hanbal yang kemudian terkenal dengan nama Ahmad bin
Hanbal. Lahir di Bagdad, Rabi'ul Awwal 164 H (November 780 M), dibesarkan
juga di Bagdad.

Ia belajar pada Yazid bin Harun dan Yahya bin Saad sampai umur 19
tahun, kemudian ikut perkuliahan Imam Syafi’i, dan diperintah memperdalam
hadis, ilmu kalam dan figh.

Pada perkembangannya selanjutnya, Ia kemudian dikenal sebagai Imam
dari Mazhab Hanbaliy, dan diantara murid-muridnya yang terkenal adaiah lbnu
Taymiyah, Ismail al Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Qayyim.

Musnad Imam Ahmad berjumlah 6 jilid berisi 30.000 hadis, dan yang
sudah terseleksi sejumlah 75.000. Pengikutnya yaitu : Abu Wafa ibn Aqil, Abdul



Qadir al jilli, Abu al Faraj ibn al Jauzi, Muwaffaq ad Din [bn Qudama’, Taqiy ad
Din Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn al Qayyim, dan Muhammad Tbn Abd al
Wahhab.

la wafat di Bagdad pada tanggal 29 Rabi* al Awwal 241 H(31 Juli 885 M)
dalam usia 75 tahun.

Nuruzzaman Ash Shiddiqi

Dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1935 di Banda Aceh, SMA bagian B
(Pasti/Alam) di Yogyakarta. Pada tahun 1966 tamat dari jurusan Qadla Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1973 mendapatkan tugas
belajar ke Kanada pada Institut of Islamic Faculty of Graduate Studies and
Research, Mc Gill University di Montreal, dan memperoleh gelar Master of Art
(MLA) akhir tahun 1975. Pada tabun 1987, la telah memperoleh gelar
Doktoralnya di [AIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Pada tahun 1966 Nuruzzaman diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas
Syari'ah Jogjakarta. Menjabat sebagai dekan Fakultas Adab di IAIN yang sama
pada tahun 1987-1982 dan semenjak tahun 1992 menduduki jabatan direktur
program Pasca Sarjana sampai akhir hayatnya. Meninggal pada tanggal 19 Juli
1999 di Jakarta dan dikebumikan di Kompleks Pemakaman Keluarga [AIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.

Zainal Abidin Ahmad

Dilahirkan di Sulit Air, Sumatra Barat, pada tahun 1911. la kemudian
berhasil masuk dalam jajaran tokoh pembaharuan Islam di Sumatra Barat yang
tamptl dalam berbagai bidang pengabdian nasional, terutama dalam bidang
jurnalistik, pendidikan dan politik. Zainal adalah lulusan dari sekolah Tawalib
Padang Panjang. Pernah berguru langsung kepada Haji Abdul Malik Karim
Amrullah (HAMKA). Namun gurunya vang dianggap paling berpengaruh adalah
Angku Mudo Abdul Hamid Hakim yang kemudian memberikan kepercayaan
kepadanya untuk mengajar mata pelajaran sejarah di Tawalib tersebut kelas 7. la
juga pernah menjadi dosen dibeberapa fakultas di lingkungan Universitas
Indonesia dan menjabat sebagai ketua presidium pada Universitas Ibnu Khaldun
Jakarta. ,

Pada masa akhir hayatnya, Zainal Abidin menjabat sebagai Rektor
Perguruan Tinggi [lmu al Qur’an Jakarta, yang dijalaninya semenjak tahun 1982,

Zainal Abidin juga diakui pemerintah sebagai salah seorang perintis kemerdekaan.

Ia meninggal pada tahun 1983. :
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